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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Tujuan utama pembentukan Konvensi Jenewa 1949 adalah untuk 

memberikan perlindungan bagi korban perang terutama kepada penduduk sipil. 

Perlindungan ini berlaku dalam setiap konflik bersenjata baik itu konflik 

bersenjata internasional maupun  non-internasional.  

 Hukum Humaniter Internasional mengenal suatu prinsip dasar yang 

disebut prinsip pembedaan. Prinsip ini membedakan antara penduduk sipil dan 

kombatan serta membedakan antara obyek sipil dan obyek militer. Obyek sipil 

dan penduduk sipil merupakan obyek yang dilindungi oleh karena itu setiap 

serangan yang ditujukan kepada mereka adalah dilarang. 

 Dalam konflik bersenjata non-internasional antara Israel dengan Hezbollah 

yang terjadi pada tahun 2006 banyak ditemukan pelanggaran Hukum Humaniter 

Internasional. Dalam konflik ini penduduk sipil dan obyek-obyek sipil tidak 

mendapat perlindungan dan bahkan dijadikan sebagai sasaran serangan secara 

membabi buta oleh Israel maupun Hezbollah. Israel sengaja menyerang penduduk 

sipil karena menganggap semua penduduk sipil sudah mengungsi setelah 

mendapat peringatan dari Israel dan yang masih tinggal di daerah-daerah yang 

telahdiperingatkanoleh Israel adalah pendukung Hezbollah padahal pada 

kenyataannya tidak demikian. Hezbollah di lain pihak juga secara sengaja 

menyerang penduduk sipil yang berada di daerah-daerah bagian utara Israel 
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dengan maksud reprisal. Perbuatan-perbuatan Israel maupun Hezbollah yang 

secara sengaja menyerang penduduk sipil tersebut bertentangan dengan prinsip 

pembedaan yang ada dalam Hukum Humaniter Internasional. Konflik antara 

Israel dengan Hezbollah ini telah menyebabkan jatuhnya banyak korban jiwa yang 

hampir seluruhnya merupakan penduduk sipil dan juga telah menyebabkan 

kerusakan besar terhadap obyek-obyek sipil seperti jalan raya, rumah penduduk, 

sekolah, pembangkit listrik dan instalasi air yang vital bagi kelangsungan  hidup 

penduduk sipil. 

 Prinsip-prinsip dasar Hukum Humaniter Internasional yaitu prinsip 

pembedaan dan prinsip proporsionalitas, Hukum Humaniter Internasional 

kebiasaaan dan Pasal 3 ketentuan yang bersamaan Konvensi Jenewa 1949 yang 

berlaku pada konflik bersenjata non-internasional tidak dilaksanakan sepenuhnya 

oleh para pihak yang bertikai selama berlangsungnya konflik pada tahun 2006. 

  

B. Saran 

1. Perlu dibentuknya suatupenyelidikan dan pengadilan internasional 

terhadap Israel maupun Hezbollah atas dugaan pelanggaran ketentuan-

ketentuan  Hukum Humaniter Internasional yang telah dilakukan masing-

masing pihak. 

2. Mensosialisasikan Hukum Humaniter International terutama kepada 

kelompok-kelompok bersenjata bukan angkatan bersenjata resmi suatu 

negara seperti Hezbollah. 
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3. Ketentuan-ketentuan Hukum Humaniter Internasional harus dipertegas dan 

diperkuat terutama yang mengatur tentang konflik bersenjata non 

internasional. 
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